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SALINAN

 
 

 
 
 

 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN 

 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 

NOMOR  15  TAHUN 2023 

TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  

TAHUN 2024-2026 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 

Menimbang: a. bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 
Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan 

Walikota Menjadi Undang-Undang, Pemilihan Umum Kepala 
Daerah dilaksanakan serentak secara nasional pada tahun 

2024; 

 b. bahwa berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 
52 Tahun 2022 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan 

Pembangunan Daerah Bagi Daerah dengan Masa Jabatan 
Kepala Daerah Berakhir pada Tahun 2023 dan Daerah 

Otonom Baru (DOB), Daerah dengan Bupati yang masa 
jabatannya berakhir Tahun 2023 agar menyusun dokumen 

perencanaan pembangunan menengah daerah tahun 2024-
2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana 

Pembangunan Daerah Kabupaten yang ditetapkan oleh 

Bupati; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-2026; 

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 

Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang 
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 No. 9), 

sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 

 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4286); 

 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
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 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4400);  

 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);   

 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 

 7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan 

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5038); 

 8. Undang–Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran   Negara   Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 

diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6841); 

 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6757); 

 10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi 
Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6779); 

 11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4575); 

 12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang 

Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 
2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 

 13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan 
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Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6042); 

 14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6178); 

 15. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang 
Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6206); 

 16. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja 

Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 6219); 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah  (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2019 nomor 42, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

 18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang 
Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6323); 

 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-

2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 

Nomor 10); 

 20. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 Tentang 
Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan 
Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 180); 

 21. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang 

Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional; 

 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan 

Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2011 Nomor 927); 

 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan 
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Daerah 
Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana 
Kerja Pemerintah Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 1312); 
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 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019  

tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114); 

 25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019  

tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur 
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 

1447); 

 26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020  
tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 

di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 2020 Nomor 249); 

 27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); 

 28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419); 

 29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 
Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2022 Nomor 590); 

 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan 

Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan 
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan 

Daerah; 

 31. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang 
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Corona 

Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah 

Menteri Dalam Negeri; 

 32. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 
tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan 

Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan  Kepala Daerah 

Berakhir Pada Tahun 2023 dan Daerah Otonomi Baru; 

 33. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-

2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2009 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 16); 

 34. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 
Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi 

Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah 
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan 

Nomor 93); 

 35. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 2 
Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021-

2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 
2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Selatan Nomor 118); 
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 36. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 14 

Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2005 –2025 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 

2012 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Nomor 14); 

 37. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3 
Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2013-2032 
(Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 
2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 

 38. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 

Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 

Tahun 2020 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah 

Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 3); 

 39. Peraturan Daerah Hulu Sungai Selatan Nomor 12 Tahun 

2022 tentang Pengelolaan Keduangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2022 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai 

Selatan Nomor 9); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN  
DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 2024-2026. 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
  

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Kepala  Daerah sebagai unsur penyelenggara 

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang 
menjadi kewenangan daerah otonom. 

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Hulu Sungai 
Selatan. 

4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu 

Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah. 

5. Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2024-
2026 yang selanjutnya disebut RPD adalah  dokumen perencanaan 

pembangunan daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan  untuk periode 3 (tiga) 
tahun terhitung sejak tahun 2024 sampai dengan tahun 2026. 

 

Pasal 2 

RPD memuat strategi pembangunan Daerah, kebijakan umum, serta program 

Perangkat Daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun dari tahun 2024 sampai dengan 
tahun 2026 yang merupakan penjabaran dari tujuan dan sasaran Daerah yang 

mendasarkan pada arah pembangunan Daerah dalam rencana pembangunan jangka 
panjang Daerah tahun 2005-2025. 
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Pasal 3 
 

RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 berfungsi sebagai: 

a. pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana strategis Perangkat 

Daerah; dan 

b. pedoman Pemerintah Daerah dalam menyusun rencana kerja Pemerintah 

Daerah. 

BAB II 

SISTEMATIKA RPD 

Pasal 4 
 

(1) Sistematika RPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi: 

a. BAB I: PENDAHULUAN 

b. BAB II: GAMBARAN UMUM 

c. BAB III: GAMBARAN KEUANGAN DAERAH 

d. BAB IV: PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS 

e. BAB V: TUJUAN DAN SASARAN 

f. BAB VI: STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN, DAN PROGRAM PRIORITAS 

g. BAB VII: KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM 

PERANGKAT DAERAH 

h. BAB VIII: KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH 

i. BAB IX: PENUTUP 

(2) Rincian sistematika RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 5 
 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. 
 

 Ditetapkan di Kandangan 
pada tanggal 30 Maret 2023 
 

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN, 
    

ttd. 
 

ACHMAD FIKRY 
Diundangkan di Kandangan 

pada tanggal 30 Maret 2023 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN, 

             
ttd. 

 

MUHAMMAD NOOR 

 
 

 

 

  

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN 
TAHUN 2023 NOMOR.15 
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LAMPIRAN 

PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN 
NOMOR  15  TAHUN 2023 
TENTANG 

RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH 
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN 

2024-2026 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH  

KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN  
TAHUN 2024-2026 

 
 
 

 
 

 
 

 


